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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7  TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
XERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

fenimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis
dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan
efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu
dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan
jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah
digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional,
mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan
pada instansi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Selatan;
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2ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berlta Negaxa Repubhk Indonesia

‘Tahun-2018Nomor-157);:

Peraturan Menteri - Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi - Birokrasi- Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai’ Negen Sxpﬂ (Berlta Negara Repubhk Indonesia Tahun
2019, Nomor 834);.

Peraturar Menter

endayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi ZNomor--17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan' [dministrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional ( , a Republlk Indones1a Tahun 2021
Nomor 525 S

Reformasi Blr‘okras r‘nor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan “=Stru ur Orgamsasx pada Instansi

Peraturan Mentem Pendayégunaan Aparatur Negara dan
Reforma31 Blrokrasg,Nomdr 7 ’I‘ahun 2022 tentang Sistem
Kerja. Pada Instan31-~ em”ri, tah “Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Bemﬁé
Nomor ‘181),

Peraturan Daerah Kabuﬁaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pémbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
7);
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MEMUTUSKAN:

enctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 8USUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

lalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

_ Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

_ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.,

. Bupati adalah Bupat1 Barlto Selatani

 Sekretaris Daerah adalah ‘Sekretarls‘Daerah Kabupaten Barxto Selatan.

_ Pejabat Pembina Kepegawaian' “adalah’ jabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemmdahém an pemberhentxan Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ‘ASN di* "hstahm D mermtah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangafr :ii;ﬂ\“
Perangkat Daerah adalah unsuf: pembant
Daerah dalam penyelenggaraaan isan-Per
Daerah. :

. Dinas Penanaman Modal dén Pelay Terpadu Satu Pmtu yang selanjutnya
disebut Dinas, adalah Dinas . Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Barito. Sclatan * s

| Kepala Dinas adalah chélh1 Dmas Penanaman -I\ffdda] dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bar:tO'éelatan‘L &r AR

0. Sekretariat adalah Sekretanat pa“da Dm'“, ‘Mbda.la-dan Pelayanan Terpadu Satu
pintu Kabupaten Barito Selatan E

1. Sekretaris Dinas adalah Sekretarxs pada Dmas Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan. ™~

). Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu
pintu.

4. Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai

dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara
terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

5. Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

upat1 dan Dewan Perwakilan Rakyat
ﬁntahan yang menJadi kewenangan

Sn.
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6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam
rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan
rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan,

9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

). Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan di lingkungan-Pemerintah-Kabupaten-Barito Selatan.

|. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mm_mn._ﬁnw.m disingkat PPPK
adalah warga memam Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas vaoEEmbm: 9 Nm,o:nmﬁns mmazo mo_mﬁms

p. Jabatan Struktural adalah suatu xaacacwms. %mbm Ennzezwms tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak- mmoambmavommccmp zmmnz Sipil dalam suatu satuan

AT Oy

organisasi perangkat daerah En_ﬁﬁn umcmwm: Pimpinan Tinggi Pratama setara
2T PRI S A

eselon Il.a dan ILb, Jabatan Administrator-setdra eselon Ill.a dan IILb serta

h ey

jabatan pengawas setara eselon IV: mmb,z. 1

n,.vJ

i, Kelompok Jabatan Fungsional ma&mﬁ mnw&oBvow ._m,cmﬁmu wmbm berisi fungsi dan

ey N+ SHEE

tugas berkaitan dengan pelayanan Esmmwoumm yang berdasarkan pada keahlian

dan keterampilan tertentu aﬂmﬁﬁ\\.ww&» smu mendukung Tugas Pokok Dinas

Penanaman Modal dan vamwmb ’ V' Terpadu mmE Pintu Kabupaten Barito Selatan.

i, Pejabat Fungsional ma&mw wnmmu@mm“wmxzm&&m Bosa:acE Jabatan Fungsional
pada instansi pemerintah. . 3 ;

5. Jabatan Administrator adalah hmcmﬁm:,w_ms.m BmB_:E tanggung jawab memimpin

pelaksanaan seluruh _am_mﬂmb na_mwmbmn vcc:x mn_,ﬂm administrasi pemerintahan

dan pembangunan. 7 N e

. Pejabat Administrator yang mm,ﬁm.a 1 \W&‘Hmnmmﬁ >a355:.m8n adalah Pegawai

ASN yang menduduki Jabatan >QB_Em§zoa umam Instansi Pemerintah.

. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang BnBEE tanggung jawab mengendalikan

pelaksanaan kegiatan yang a:mwcrm: onw vemcﬂ pelaksana;

J. Jabatan Pelaksana adalah mnwn_oavox jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

). Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah
pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

). Tim Kkerja adalah sekelompok pejabat fungsional atau pelaksana dan/atau

keduanya yang melaksanakan tugas bersama berdasarkan

keahlian/keterampilan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan Kkerja

yang sama.
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BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

Bidang Penanaman Modal dan Perizinan-yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan.

Dinas dalam melaksanakan tugas dan “kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi: '

a. perumusan kebijakan bidang 'Penan'émari Modél dan Perizinan di daerah;

b. pelaksanaan kebijakan ‘sesuai bldang Penanaman Modal dan Perizinan di

daerah; LW L,

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bxdang Penanaman Modal dan Perizinan
di daerah; i e

d. pelaksanaan administrasi dinas Penanamén Modal dan Penzman di daerah;
dan .

e. pelaksanaan fungsi laJn yang dibcrikan 'oleh Bupan terkalt dengan tugas dan
fungsinya. - €. v e S

' Baglih}i{b'dua

Susunan Organlsasl

TR T

i Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

\'r ~

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Umum; dan
2., Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi Penanaman Modal;
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,;

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

@ =0 a0
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Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
pertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dmas
--Pasal-5 -

Kepala Dinas mempunyai tugas memlmpm,‘melaksanakan koordinasi dan
pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan keglatan Dinas.

: Untuk melaksanakan tugas sebaga1 ie
mempunyai uraian tugas:;

d1mai<sud pada ayat (1), Kepala Dinas

> < ;(

a. menetapkan: dan menyelengg rakarn ,?’ gram' Urusan Pemermtahan Daerah
dan Anggaran Dinas; . B

b. mendisposisikan bahan’ kerJadan memb

G. menetapkan pedoman, petunJuk “tekr

an petunjuk ‘kepada bawahan;
‘berkaitan " dengan urusan

Intern Dlnas, .
d. menyelenggarakan momtormg af

pelaksanaan tugas, , . :

f. memeriksa, member1 par etapkan dokumen atau naskah
kedinasan yang berkautan ] ,ngj‘_' urusan Kesekretariatan Umum,
Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan’Bldang Intern Dinas;

g melaporkan pelaksanaan keglatan di- Imgkungan Dinas sebagai bahan
masukan bagi pimpinan;

h. menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pengajuan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

i. merumuskan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup
Dinas;

j. meningkatkan nilai SAKIP Dinas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Upt_uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi:

a. p?rencanaan program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu serta kesekretariatan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas;

C. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
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d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

f. perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instasi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas;
g. peningkatan nilai SAKIP Dinas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan

Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat
Pasal 6

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh.unit organisasidi lingkungan-Dinas.
. Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai uraian tugas:
a. merumuskan pedoman dan petunjuk tekms terkait urusan kesekretariatan di
lingkungan Dinas;

| b. memproses dan menyeIesmkan - administrasi keuangan, perencanaan

anggaran dan menyiapkan dand

c. memproses dan menyelésaikan u
di lingkungan Dinas';

d. memproses dan menye ' 1mstra51 Perlengkapan meliputi
Inventaris Aset dinas, Peme'ﬁh’araan Barang, ‘Membuat usulan/Mengadakan
Alat Tulis Kantor (ATK) dé’ﬁ;"Perlengled‘pan Rumah Tangga Kantor serta
Menyusun Rencana Kebutuhan’Baran mt (RKBU) sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan; .

e. mengoordinir seluruh satuan, Argamsas1 d1 lmgkungan Dinas dalam
menyusun Rencana Ker_lav(RENJA), Rencaﬂa Strategls (RENSTRA), Laporan
Akuntabilitas Kmerja Instans1 Pememntah LLAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), Pcnctapan fthéqa—i tandar Opcrasxonal Prosedur (SOP),
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
tindak lanjut Laporan Hasil Evalua31 (LHE) Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Inspektorat; o

f. menyelenggarakan urusan surat menyurat, rumah tangga kantor dan urusan
lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain;

g. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan seluruh Bidang
yang selanjutnya untuk di sampaikan kepada Pimpinan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

b. pelaksanaan kesekretariatan dinas yang meliputi urusan Perencanaan,
Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

C. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan dinas;

- pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

T ertanggung;awaban
mm1stra51 umum dan kepegawaian
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkalt dengan tugas
dan fungsinya.

) Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan
Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 1
Subbagian Umum
Pasal 7

) Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan
pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan,
rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi
peraturan perundang-undangan.

) Untuk melaksanakan tugas sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) Subbagian
Umum menyelenggarakan’ fungsir— '

a. pelaksanaan urusan persuratan, termasuk melalui: - ‘media elektronik,
dokumen, penggandaan dan- eksped131 :

b. pelaksanaan urusan kearsipan dan* pengelolaan perpustakaan;

c. pelaksanaan urusan tata; usaha plmpman, Iy '

d. Pelaksanaan adm1n1stra31 dan mai Jemen“kepegawalan termasuk rencana
pengembangan, diklat, ‘dan kes raan pegawai;

e. pelaksanaan penataan orgamsa ,'tata‘léksana -analisis Jabatan dan evaluasi
kelembagaan,

f. pelaksanaan urusan rumah'tangga terrnasuk pemehharaan bangunan dan
barang milik daerah dllmgkungan Dinas;”

g. pelaksanaan:urusan kehumasain de n rbtokol :

h. pelaksanaan dokumentasi peraturan D! Undang -undangan;

pembinaan, pengendahan pemantauarr eizalua& dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan :

j- pelaksanaan tugas lam yang dxberxkan oleh atasan

b
.

Kepala Subbagian Umum sebagai Pejabéit Pen11a1 Kmerja Jabatan Pelaksana dan

Jabatan Fungsional berdasarkan" n_]angnya "’esua1 dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. e

Paragraf 2,

Subbagian Perencaﬁaan dan Keuangan
Pasal 8

Sub Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan,
melaksanakan urusan keuangan, mengelola aset daerah dilingkungan dinas dan
menyusun program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
program dan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan anggaran rutin dan
laporan keuangan;

b. pengelolaan urusan pembukuan dan verifikasi keuangan;

c. pengelolaan administrasi aset daerah di lingkungan Dinas;

d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Bendaharawan Pengeluaran;

e. pengumpulan, penyiapan, pengkajian, dan pengolahan bahan dan data dalam
rangka penyusunan program dan anggaran;
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 f. pengumpulan, penyiapan, pengkajian, dan pengolahan bahan dan data dalam
rangka evaluasi kinerja;

' & pengumpulan, penyiapan, pengkajian, dan pengolahan bahan dan data dalam

| rangka penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;

. h.pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Pejabat Penilai Kinerja
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM
DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekms Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal.

)) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai
fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis
dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan
sektor usaha maupun wilayah;-

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman

modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;

. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengembangan

Iklim dan Promosi Penanaman Modal;

e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim
dan Promosi Penanaman Modal; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan tugasnya.

[oRNNe)

) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan [klim dan Promosi Penanaman
Modal sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
Pasal 10

) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang Pengaduan, kebijakan dan
Pelaporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

)) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional p'ada Bidang Pengaduan,
Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-11- .

b. pclaksanaan, pemfasilitasian, pcrcncfnman, pengumpulan, perumusan,
pengidentifikasian, pemerifikasian, memimpin, pengoordinasian,
pengevaluasian, pemonitoringan, perancangan, penyusunan,
penindaklanjutan, pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

c. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pemerifikasian,
penganalisaan, pemfasilitasian, perancangan, pengidentifikasian,
pengoordinasian, pengolahan, memimpin, penyimplikasian, penyinkronan,
pengevaluasian, pemonitoringan penyusunan kebijakan, hormonisasi dan
pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat
dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

d. pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, pemerifikasian,
penganalisaan, pengoordinasian, pengolahan, memimpin, pemonitoringan,
pengevaluasian, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar
layanan Standard Operating Procedures (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar
Pelayanan Minimal " (SPM), ~~Maklumat™ ‘Perizifan '~ (MP), pengolahan,
pengoperasid”n‘alar'x pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana
infrastruktur j jaringan layanan-dan- dukungan administrasi serta peningkatan

| layanan, penc1ptaan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan
pelayanan perizinan dan nonperizinan térjarigkau, murah, transparan serta
penciptaan produk layanan-yang efisien dan-efektif; i
. e. penyelenggaraan pemantauan e‘i/aﬂiam dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah«"d
- i
f. pelaksanaan tugas kedinas

) Kepala Bidang Pengaduan, Keb: gkan dan Pelaporan Layanan sebagai Pejabat
Pcrulal Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan
raturan perundang-undangan.

- T i
) Bidang Penyclcnggaraan Pe \E 13'c 1£1f1 n dan Nonperizinan mempunyai

' tugas melaksanakan pengkaﬂan bahan perumusan kebijakan teknis
| menyelenggarakan koordinasi- pelayanan pefizinan dan nonperizinan secara
| terpadu dan penetapan besarnya"” retrlbu31 daerah di bidang Penyelenggaraan
. Pelayanan Perizinan dan Nonperlzman menurut ketentuan perundang -
E undangan.

Y Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
| Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan
I fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasikan rencana program dan
kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

b. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, mengoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin,
pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan
nonperizinan,

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan
tugas dan fungsi di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan; '
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j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap peclaksanaan tugas dibidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
». pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai
pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan
[enj angnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian, evaluasi-atas kepatuhan dan kewajiban investor dan
korporasi terhadap pelaksanaan penanaman modal serta membina dan
memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman-modal sesuai ketentuan
kegiatan usaha dan peraturan Perundang Undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1), Bidang
Pengawasan dan Pengendahan menyelenggarakan fungs1
‘ by,

penanaman modal; _ B T

. pemberian fasmtas ' 'peﬁa}i‘érhan modal terkait

permasalahan yang dlhadapl, P, ’,ﬁ-w’ i ;

f. pengawasan kepatuhan dan kewaglbaﬁrll perus éhaan penanaman modal sesuai
ketentuan kegiatan usaha dan peraturan Pérundang-undangan,

g. pengevaluasian pelaksanaan penanaman modal

h. pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan- pelaporan pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai Pejabat Penilai Kinerja
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

TIM TEKNIS PTSP
Pasal 13

| Dinas dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan.

| Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan tenaga
teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
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lam  hal terjadl perubahan nama-nama jabatan pelakaana sehagaimana
- r
dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dupati

Setinp PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungaional,
diangkat dalam jabatan pelaksana,

Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
-~ {5) di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetaplan dengan

Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
- undangan,

f Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh
. Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan
- Kepala Dinas,

) Pcngangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana

: dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah
dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan
Perangkat Daerah.

BABV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawalan
CPasal17.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan
Pengawas diangkat dan dlberhentlkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan perundang—undangan ¢

) Pengangkatan dalam jabatan di’ hngkungan Dinas memperhatikan syarat dan
| kompetensi Jabatan sesuat dengan ketentuah peraturan perundang-undangan.

B) Dalam rangka pcmbmaan dan pengerﬁﬁé;lgan karier pegawai, masa jabatan
| bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu’jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsm’nal yahg dlberxkan tugas dan fungsi tambahan

ditetapkan oleh Kepala’ Perangkat Eaerg_h dengan Keputusan Perangkat Daerah.
INTE

) Pejabat Kelompok Jabatah Fungsmnal dxangkat dan diberhentikan sesuai
| dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

' ) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lmgkungan Dinas disusun sesuai peraturan
perundang-undangan,

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 21
] Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Il.b atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon ILb atau Jabatan
Administrator.,
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)) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan
Pengawas.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 22

1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal
baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas
masing-masing. ‘

7) Setiap pimpinan ‘satlian ‘organisasi” dalam lingkungan satuan kerja dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan sistem pengendalian intern
pemerintah di lmgkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas = publik melalui penyusunan
perencanaan, pelaksanadn, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

3) Setiap pimpinan satuan orgamsa" \""alam lmgkungan satuan kerja wajib
mengawasi bawahan.. dan/atau; fia masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengamb11 langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang: undangan\ yang berlaku

4) Setiap pimpinan satuan orgamsasx: 'alam lingkungan satuan kerja
bertanggungjawab mem1mpm dan mengoord1na31kan bawahannya dan/atau

S

' —masmg_

lmgkungan satuan Kkerja wajib
mengikuti dan mematuh1 petunjukspetunjuk dan bertanggung]awab kepada

atasan masmg-masmg' d‘an_ mcnyampalkan' laporan berkala tepat pada
waktunya. W, el

) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal
kebijakan yang ditetapkan.

) Kepala l?inas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada
bawahan.

3 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

<16 -

’ Aadam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala

DS SRS e}

kera dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau
Deiaisana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

L Aaiam hal mekanisme penugasan dan penetapan Pejabat Penilai Kinerja bagi
Diadat pelaksana dan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
SUPRti

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 24

S =~ srembaaT.

=230 untuXx mendukung kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran
SED=tan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak

~ T <=1 sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

kZ= S==t Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN beserta pejabat yang ada
o> —encduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
f==-%=n personil, pejabat dan/atau penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
oe==wzizn berdasarkan Peraturan Bupati ini.. :

£z szat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan
imor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunian Organisasi, Tugas dan Fungsi
nz Tata Kerja Dinas Penanaman Modal-dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pupaten Barito Selatan (Befita Daerdh”Kabupatén' Barito Selatan Tahun 2016

Eor 33) dinyatakan dicabut ddh HOREORTEKL:”

et
dine

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

- 17 -

Pasal 27

t raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

hi dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal ..,

piundangkan di Buntok
pada tanggal v VAL 2022

===8EKRETARIS DAERAH

o
@ P& EN BARITO SELATAN,
(1)

ey Wiz A

/\ < Y PURWANTO
\7' o} °LLE\,/E

QBERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR -

PARITO SELATAN,
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN-
NOMOR ~ TAHUN 2022
TANGGAL = . /™' 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS],
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN
STRUKTUR ORGANISASI
' DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I KABUPATEN BARITO SELATAN
KEPALA DINAS
T
|
|
Fm———————=—- I SERRETARIS
KELOMPOK JABATAR I'_"I_—j
FURGSIONAL
NN SUBBAGIAN
11 1 SUBBAGIAN PERENCANAAN
UMUM & KEUANGAN
[
BIDANG BIDANG BIDANG i
PERENCANAAN, PENGADUAN, PENYELENGGARAAN BIDAKG !
PENGEMBANGAN IKLIM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGAWASAN DAN
DAN PROMOSI PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PENGENDALIAN
PENANANAMAN MODAL PERIZINAN
|
fr—— : Garis Komando
- : Garis Koordinasi Administratif
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